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ABSTRAK

This study examines in depth the influence of information technology on the
implementation of social policies grounded in Islamic values within government
institutions, in line with the increasing digital transformation that demands more
efficient and transparent public governance, as well as the provision of fair and
equitable services to society at large. The objective of this study is to analyze
how the utilization of information technology can strengthen the effectiveness
of social policies based on Islamic principles such as justice (adl), trustworthi-
ness (amanah), public benefit (maslahah), and accountability across all public
service processes. This study employs a mixed-methods approach by com-
bining quantitative surveys administered to government officials with in-depth
qualitative interviews involving policymakers and policy implementers across
various government institutions that have integrated digital systems into social
service delivery. The research findings indicate that information technology
contributes significantly to accelerating service workflows, facilitating access to
policy-related information, enhancing transparency oversight, and reinforcing
the application of Islamic values through the provision of more responsive and
accountable services; however, several challenges are also identified, includ-
ing disparities in digital literacy, system complexity, limitations in technological
infrastructure, and data security concerns that require serious attention. This
study concludes that the integration of information technology with Islamic
value-based social policies holds substantial potential to improve the quality of
public governance and to realize ethical, effective, and maslahah-oriented pub-
lic services. Nevertheless, successful implementation requires strategic plan-
ning, strengthening human resource competencies, and the development of ethi-
cal guidelines to ensure that the use of technology remains aligned with Islamic
principles.

This is an open access article under the CC BY 4.0 license.
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Penelitian ini mengkaji secara mendalam pengaruh teknologi informasi dalam implementasi kebijakan sosial
yang berlandaskan nilai-nilai Islam di institusi pemerintahan, seiring dengan meningkatnya transformasi digital yang me-
nuntut tata kelola publik lebih efisien, transparan, serta mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi selu-
ruh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dapat mem-
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perkuat efektivitas kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (adl), amanah, kemasla-
hatan (maslahah), dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan cam-
puran dengan menggabungkan survei kuantitatif kepada aparatur pemerintah serta wawancara kualitatif mendalam dengan
pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan di berbagai instansi pemerintahan yang telah mengintegrasikan sistem digital
dalam layanan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi berkontribusi signifikan dalam memper-
cepat alur pelayanan, mempermudah akses terhadap informasi kebijakan, meningkatkan transparansi dan pengawasan, serta
memperkuat penerapan nilai-nilai Islam melalui penyediaan layanan yang lebih responsif dan akuntabel; namun ditemukan
pula beberapa hambatan seperti ketimpangan literasi digital, kompleksitas sistem, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta
isu keamanan data yang menuntut perhatian serius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi teknologi informasi
dengan kebijakan sosial bernilai Islam memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan
mewujudkan pelayanan publik yang etis, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan, tetapi keberhasilan implementasinya
membutuhkan perencanaan strategis, penguatan kompetensi SDM, serta penyusunan pedoman etika yang memastikan pe-
manfaatan teknologi tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam.
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1. PENDAHULUAN

Dalam era transformasi digital yang berkembang dengan sangat cepat, institusi pemerintahan dituntut
untuk menerapkan sistem tata kelola publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebu-
tuhan masyarakat [1, 2]. Tuntutan ini sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs),
khususnya SDGs 16 yang menekankan penguatan institusi yang efektif, inklusif, dan akuntabel, serta SDGs
9 terkait inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pembangunan. Di tingkat nasional, komitmen tersebut di-
wujudkan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicanangkan pemerintah
Indonesia sebagai kerangka transformasi digital untuk meningkatkan kualitas dan keterpaduan layanan publik
[3]. Teknologi informasi dengan demikian menjadi fondasi penting dalam mendukung proses administrasi,
pengambilan keputusan, serta implementasi kebijakan sosial di berbagai sektor pemerintahan [4, 5].

Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, integrasi teknologi in-
formasi dalam kebijakan sosial tidak hanya berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus mencer-
minkan nilai-nilai Islam yang menekankan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan pelayanan publik yang
berorientasi pada kesejahteraan umat [6]. Pandangan ini menegaskan bahwa digitalisasi kebijakan sosial harus
tetap berpijak pada landasan moral yang kokoh agar setiap inovasi teknologi berjalan selaras dengan etika Islam
dan kebutuhan masyarakat luas [7, 8]. Sebagaimana firman Allah SWT:

“innalléha ya’muru bil- ‘adli wal-isdni wa itd’i dzil-qurbd wa yan-hd ‘anil-fasyd’i wal-mungkari wal-baghyi
ya ‘idhukum la‘allakum tadzakkarin”
(Q.S. An-Nahl: 90)
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum
kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl: 90)

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara institusi pemerintahan mengelola program
sosial melalui penerapan e-government, layanan digital terpadu, dan sistem data terintegrasi yang meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan kecepatan pelayanan publik [9, 10]. Namun, pemanfaatan teknologi memerlukan
landasan nilai moral agar tidak hanya berorientasi teknis. Prinsip Islam seperti keadilan (‘adl), amanah, dan
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kemaslahatan menyediakan kerangka etis dalam merancang sistem informasi yang akuntabel dan berintegritas
[11]. Selain itu, teknologi membuka peluang penerapan konsep hisbah sebagai mekanisme pengawasan digital
untuk memastikan kebijakan sosial berjalan sesuai regulasi dan etika syariah, sehingga pemerintahan digital
tidak hanya modern, tetapi juga bermartabat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat [12, 13].

Meskipun demikian, implementasi teknologi informasi dalam kebijakan sosial masih menghadapi
berbagai tantangan, seperti ketimpangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta resistensi aparatur
pemerintah terhadap perubahan [14, 15]. Selain itu, isu keamanan data, perlindungan privasi, dan potensi
penyalahgunaan informasi menjadi perhatian penting [16]. Dalam perspektif Islam, pengelolaan data publik
merupakan bagian dari amanah yang menuntut tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan dan hak
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi SDM, penyediaan infrastruktur digital yang
memadai, peningkatan literasi teknologi, serta penerapan standar etika berbasis nilai-nilai Islam guna mewu-
judkan digitalisasi kebijakan sosial yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada kemaslahatan [17, 18].

Berdasarkan peluang dan tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh teknologi
informasi terhadap implementasi kebijakan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam di institusi pemerintahan.
Penelitian ini mengevaluasi peran sistem informasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan sosial, memperkuat
nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam tata kelola, serta membangun kepercayaan publik melalui
transparansi dan akuntabilitas digital. Selain itu, studi ini mengidentifikasi hambatan struktural, teknis, dan etis
dalam integrasi teknologi, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan pemerintahan digital
yang efektif, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sistem Informasi dalam Tata Kelola Pemerintahan

Sistem informasi dalam sektor publik memainkan peran strategis dalam mendukung tata kelola pe-
merintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel [19]. Dalam konteks e-government, teknologi informasi
dimanfaatkan untuk mengintegrasikan proses administrasi, pengelolaan data, serta komunikasi antara pemer-
intah dan masyarakat [20, 21]. Penerapan sistem informasi memungkinkan instansi pemerintah meningkatkan
efisiensi birokrasi, mempercepat alur layanan, dan mengurangi praktik maladministrasi melalui otomasi proses
dan pencatatan digital [22, 23].

Dalam perspektif administrasi publik Islam, penggunaan teknologi dalam pemerintahan harus berlan-
daskan pada prinsip amanah dan ‘adl (keadilan) [24]. Sistem informasi tidak hanya dipahami sebagai alat
teknis, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan
dijalankan secara adil dan bertanggung jawab [25]. Oleh karena itu, tata kelola digital yang baik menuntut in-
tegrasi antara inovasi teknologi dan nilai-nilai etis Islam agar pemerintahan digital tidak sekadar efisien, tetapi
juga bermoral [26].

2.2. Transformasi Digital dan E-government dalam Kebijakan Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dipersepsikan sebagai salah satu instru-
men penting dalam mendukung implementasi kebijakan sosial digital di institusi pemerintahan [27, 28]. Pe-
manfaatan sistem informasi dinilai membantu membuat proses pelayanan menjadi lebih terstruktur, terdoku-
mentasi, dan relatif lebih mudah dipantau [29, 30]. Beberapa aparatur pemerintah menyampaikan bahwa inte-
grasi sistem digital berkontribusi dalam memperlancar alur pelayanan serta mengurangi kesalahan administratif
yang kerap muncul pada proses manual, meskipun tingkat efektivitasnya berbeda antar unit kerja [31].

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan teknologi in-
formasi tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan sistem yang digunakan, melainkan sangat dipengaruhi
oleh kesiapan dan pemahaman sumber daya manusia. Sejumlah responden mengungkapkan bahwa tanpa pema-
haman etis dan rasa tanggung jawab moral, sistem digital berpotensi digunakan secara tidak optimal, termasuk
dalam pengelolaan data penerima kebijakan sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa teknologi informasi
berfungsi sebagai sarana pendukung, bukan faktor tunggal yang menentukan keberhasilan implementasi kebi-
jakan.

2.3. Layanan Publik Digital dan Nilai-Nilai Publik Islam

Layanan publik digital merupakan wujud konkret dari pemanfaatan teknologi informasi dalam inter-
aksi antara pemerintah dan masyarakat [32, 33]. Melalui portal layanan terpadu, aplikasi mobile, dan sis-
tem pengaduan daring, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan sosial secara lebih mudah, cepat, dan
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transparan [34, 35]. Digitalisasi layanan publik juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat serta mem-
perkuat akuntabilitas pemerintah [36].

Dalam administrasi publik Islam, nilai ihsan, amanah, dan akuntabilitas menjadi landasan utama
dalam penyelenggaraan pelayanan publik [24, 37]. Layanan digital yang baik harus memastikan tidak adanya
diskriminasi, menjamin keterbukaan informasi, serta menjaga hak-hak masyarakat, termasuk perlindungan data
pribadi [38]. Integrasi nilai-nilai Islam dalam layanan publik digital memperkuat orientasi pelayanan pada
keadilan sosial dan tanggung jawab moral, sehingga teknologi benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan
kualitas hubungan antara negara dan warga [39, 40].

2.4. Tantangan Implementasi Teknologi Informasi di Institusi Pemerintah

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, implementasi teknologi informasi di institusi pemerintah
menghadapi sejumlah tantangan. Kesenjangan literasi digital aparatur, keterbatasan infrastruktur teknologi,
serta resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan utama dalam transformasi digital sektor publik
[41, 42]. Selain itu, kompleksitas sistem dan kurangnya integrasi antarlembaga dapat mengurangi efektivitas
penggunaan teknologi dalam mendukung kebijakan sosial [43, 44].

Isu keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi perhatian krusial. Dalam perspektif Islam,
pengelolaan data publik merupakan bagian dari amanah yang harus dijaga, karena menyangkut hak dan marta-
bat masyarakat [45, 46]. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut menerapkan standar keamanan informasi yang
kuat serta membangun budaya etika digital di kalangan aparatur. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa
keberhasilan implementasi TI dalam pemerintahan tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada
kesiapan SDM dan komitmen etis institusi [47, 48].

3. METODE PENELITIAN
3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods [49] yang menggabungkan metode kuantitatif
dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai pengaruh teknologi
informasi terhadap implementasi kebijakan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam pada institusi pemerinta-
han. Pendekatan ini dipilih karena persoalan transformasi digital dalam birokrasi tidak hanya dapat dijelaskan
melalui angka statistik, tetapi juga membutuhkan penafsiran mendalam terkait nilai, prinsip moral, dan konteks
sosial keagamaan yang menjadi dasar pengambilan kebijakan. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk men-
gukur hubungan antar variabel secara objektif, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkap
bagaimana nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam praktik nyata ketika teknologi informasi digunakan dalam
sistem pemerintahan.

Desain ini memungkinkan peneliti menangkap perubahan perilaku organisasi, efektivitas sistem infor-
masi, serta persepsi pegawai terhadap penerapan nilai-nilai etika Islam dalam kebijakan publik digital. Dengan
demikian, mixed methods memberikan peluang untuk memadukan data numerik dengan narasi mendalam se-
hingga hasil penelitian dapat menjawab permasalahan secara menyeluruh. Pendekatan ini juga mendukung
validitas temuan karena memungkinkan pembandingan antara hasil survei dan hasil wawancara, sehingga data
dapat saling memperkuat satu sama lain.

3.2. Populasi, Sampel, dan Pengumpulan Data

Populasi penelitian meliputi seluruh pegawai dan pejabat yang terlibat dalam implementasi kebijakan
sosial digital di institusi pemerintahan. Penentuan sampel kuantitatif dilakukan dengan teknik purposive sam-
pling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan
penelitian. Kriteria tersebut mencakup pengalaman minimal dua tahun dalam penggunaan sistem informasi
pemerintahan, keterlibatan dalam proses penyusunan atau pelaksanaan kebijakan sosial, serta pemahaman
terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks administrasi publik. Sebanyak 120 responden aparatur pemerintah
berpartisipasi dalam penelitian ini, yang berasal dari berbagai institusi pemerintahan dan mencakup beberapa
wilayah administratif di Indonesia.

Sementara itu, teknik snowball sampling [50] digunakan untuk menentukan sampel wawancara kuali-
tatif agar peneliti menemukan informan yang benar-benar memahami dinamika digitalisasi kebijakan sosial.
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan informan memberikan penjelasan luas
sesuai pengalaman mereka. Selain itu, data sekunder berupa dokumen kebijakan, SOP digital, laporan kin-
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erja, serta pedoman etika pemerintahan dikumpulkan guna memperkaya data dan meningkatkan kredibilitas
hasil penelitian. Kombinasi berbagai jenis data ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang utuh dan valid.

3.3. Instrumen dan Variabel Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kuantitatif ini adalah kuesioner berbasis skala Likert 1-5 yang men-
cakup tiga konstruk utama, yaitu teknologi informasi sebagai variabel independen, implementasi kebijakan
sosial sebagai variabel dependen, serta nilai-nilai Islam sebagai variabel moderasi normatif yang memengaruhi
arah dan kekuatan pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik pemerintahan. Setiap konstruk diopera-
sionalkan ke dalam sejumlah indikator yang disusun berdasarkan teori manajemen publik modern, teori sistem
informasi manajemen, serta literatur administrasi Islam. Untuk menjamin validitas isi, instrumen ini telah
melalui proses expert judgment oleh tiga pakar yang memiliki keahlian di bidang e-government, kebijakan
publik, dan kajian Islam, sehingga mampu merepresentasikan aspek teknis dan nilai-nilai keagamaan secara
proporsional. Struktur variabel penelitian beserta indikator pengukurannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel Indikator Utama

Teknologi Informasi Ketersediaan sistem, integrasi antar platform, ke-
mudahan akses, efisiensi layanan

Nilai-Nilai Islam Keadilan, amanah, kemaslahatan, ihsan

Kebijakan Sosial Digital Transparansi, akuntabilitas, efektivitas implemen-

tasi, pelayanan publik

Instrumen wawancara berisi daftar pertanyaan mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam diin-
ternalisasikan melalui teknologi informasi, bagaimana pegawai memahami etika digital dalam pemerintahan,
serta bagaimana sistem informasi mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan sosial.

Tabel 1 menyajikan rangkuman metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini, mencakup pen-
dekatan penelitian, teknik pengumpulan data, partisipan, serta metode analisis data. Tabel ini memberikan gam-
baran terstruktur mengenai keseluruhan desain penelitian sehingga memudahkan pembaca memahami kerangka
kerja yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh sistem informasi pendidikan terhadap aksesibilitas pem-
belajaran di perguruan tinggi. Informasi dalam tabel tersebut juga menunjukkan bagaimana setiap komponen
metode saling berhubungan serta mendukung tujuan penelitian secara menyeluruh.

3.4. Teknik Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis menggunakan regresi linier untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
teknologi informasi dan nilai-nilai Islam terhadap efektivitas implementasi kebijakan sosial. Uji asumsi klasik
seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan model yang di-
hasilkan memiliki akurasi tinggi. Selain itu, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil re-
sponden dan tingkat penerapan teknologi informasi di institusi terkait.

Data kualitatif dianalisis dengan metode analisis tematik, yang mencakup proses membaca data se-
cara mendalam, melakukan pengkodean, mengidentifikasi pola-pola, dan mengelompokkan narasi ke dalam
tema utama. Teknik triangulasi metode dilakukan untuk memperoleh konsistensi antara data kuantitatif dan
kualitatif, sehingga hasil penelitian lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.5. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini dirancang untuk menggambarkan hubungan logis antar variabel, di mana
teknologi informasi dan nilai-nilai Islam bertindak sebagai variabel independen yang memengaruhi imple-
mentasi kebijakan sosial. Model ini digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan instrumen penelitian dan
menentukan arah analisis statistik.
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Gambar 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Kerangka penelitian ini menekankan bahwa penerapan teknologi informasi dalam institusi pemerin-
tahan tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip moral Islam yang mengedepankan amanah, keadilan, dan
transparansi, sehingga implementasi kebijakan sosial digital dapat menghasilkan dampak yang lebih adil dan
bermanfaat bagi masyarakat.

Gambar 1 menggambarkan model konseptual hubungan antar variabel dalam penelitian ini, di mana
teknologi informasi diposisikan sebagai variabel independen yang memengaruhi implementasi kebijakan sosial
sebagai variabel dependen, sementara nilai-nilai Islam berperan sebagai variabel moderasi normatif yang men-
garahkan dan memperkuat pengaruh teknologi informasi tersebut. Kerangka ini menunjukkan bahwa efektivi-
tas pemanfaatan teknologi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh internalisasi nilai-nilai etis
Islam dalam praktik pemerintahan digital.

Dengan demikian, nilai-nilai Islam dalam penelitian ini tidak diperlakukan sebagai faktor teknis yang
berdiri sendiri, melainkan sebagai landasan normatif yang memoderasi hubungan antara teknologi informasi
dan implementasi kebijakan sosial. Artinya, keberhasilan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja
kebijakan sosial sangat ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai Islam diinternalisasikan oleh aparatur dalam
praktik digital pemerintahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Temuan Penelitians

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan dari
respon aparatur pemerintah yang terlibat dalam implementasi kebijakan sosial berbasis digital di institusi pe-
merintahan. Analisis data kuantitatif menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai pemanfaatan teknologi
informasi telah berkontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan sosial, khusus-
nya dalam aspek kecepatan layanan, kemudahan akses informasi, dan koordinasi antar unit kerja. Temuan
ini diperkuat oleh hasil analisis regresi yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kualitas peman-
faatan teknologi informasi dan efektivitas implementasi kebijakan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Teknologi Informasi pada Kebijakan Sosial Berlandaskan Nilai Islam
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Gambar 2. Visualisasi hasil dan pembahasan yang menggambarkan hubungan antara penggunaan video
pembelajaran digital dengan peningkatan pemahaman konsep Aqidah siswa sekolah dasar.
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Gambar 2 menunjukkan bahwa penggunaan video pembelajaran digital memberikan kontribusi positif
terhadap peningkatan pemahaman konsep Aqidah. Temuan ini sejalan dengan teori media pembelajaran yang
menyatakan bahwa visualisasi dapat membantu meningkatkan daya serap informasi siswa.

Selain itu, hasil kuesioner menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam, seperti amanah, keadilan, dan ke-
maslahatan, dipersepsikan sebagai faktor penting yang memengaruhi cara aparatur menggunakan teknologi
informasi dalam konteks pemerintahan. Data kualitatif dari wawancara mengungkap bahwa aparatur yang
memiliki pemahaman etika Islam yang kuat cenderung lebih berhati-hati dalam pengelolaan data publik, lebih
transparan dalam proses digital, serta lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat dibandingkan sekadar
pencapaian target administratif.

4.2. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Implementasi Kebijakan Sosial Digital

Hasil analisis menunjukkan bahwa teknologi informasi berkontribusi signifikan dalam temuan peneli-
tian menunjukkan bahwa teknologi informasi berperan sebagai instrumen utama dalam mendukung imple-
mentasi kebijakan sosial digital di institusi pemerintahan. Sistem informasi memungkinkan proses pelayanan
menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dipantau. Aparatur pemerintah menyatakan bahwa inte-
grasi sistem digital membantu mempercepat alur pelayanan serta meminimalkan kesalahan administratif yang
sebelumnya sering terjadi dalam proses manual.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa keberhasilan teknologi informasi tidak hanya
ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan-
nya. Beberapa responden menegaskan bahwa tanpa pemahaman etis dan tanggung jawab moral, sistem digital
berpotensi disalahgunakan, misalnya dalam pengelolaan data penerima kebijakan sosial. Temuan ini mene-
gaskan bahwa teknologi informasi berfungsi sebagai alat, bukan penentu tunggal keberhasilan kebijakan.

4.3. Peran Nilai-Nilai Islam dalam Memoderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki peran penting dalam membentuk per-
ilaku aparatur pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi. Nilai amanah dipahami sebagai kewajiban
moral untuk menjaga keakuratan data dan mencegah penyalahgunaan kewenangan digital. Nilai keadilan men-
dorong aparatur untuk memastikan bahwa kebijakan sosial digital diimplementasikan secara merata dan tidak
diskriminatif, sementara nilai kemaslahatan mengarahkan penggunaan teknologi untuk memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat.

Data kualitatif menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi
juga memengaruhi praktik kerja sehari-hari, seperti kehati-hatian dalam akses data, keterbukaan informasi, dan
tanggung jawab terhadap keputusan digital. Dengan demikian, nilai-nilai Islam berfungsi sebagai landasan etis
yang membimbing pemanfaatan teknologi informasi dalam kebijakan sosial.

Tabel 2. Hasil dan Pembahasan Penelitian

No Aspek yang Dianalisis Temuan Hasil Penelitian Pembahasan
1  Pemanfaatan Teknologi Meningkatkan efektivitas im- Teknologi informasi mem-
Informasi plementasi kebijakan sosial percepat  proses  layanan,

meningkatkan akurasi data.

2 Integrasi Nilai-nilai Is- Memperhatikan prinsip Kebijakan tidak hanya efisien
lam amanah, keadilan, dan ke- secara teknis tetapi juga sesuai
maslahatan dengan prinsip etika Islam

3  Efektivitas
Publik

Layanan

Peningkatan kualitas layanan
sosial

Digitalisasi membantu
meningkatkan kualitas layanan
sosial

4 Tantangan Implementasi

Keterbatasan literasi digital dan
kesiapan infrastruktur

Diperlukan peningkatan kom-
petensi SDM dan dukungan ke-
bijakan

5  Dampak
Sosial

Kebijakan

Peningkatan kualitas kebijakan
sosial secara berkelanjutan

Mendukung kebijakan yang

inklusif, adaptif, dan beror-
ientasi pada  kesejahteraan
masyarakat
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Tabel 2 menunjukkan bahwa penggunaan video pembelajaran digital memberikan kontribusi posi-
tif terhadap peningkatan pemahaman materi Aqidah pada siswa sekolah dasar. Media video terbukti mampu
meningkatkan minat belajar, mempermudah siswa memahami konsep yang bersifat abstrak, serta mendorong
keterlibatan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Penyajian materi secara visual dan audio mem-
bantu siswa menerima informasi secara lebih jelas, sistematis, dan mudah diingat dibandingkan metode kon-
vensional. Selain itu, penggunaan video pembelajaran juga berdampak pada peningkatan hasil evaluasi belajar
siswa, yang menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kual-
itas pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya pada materi Aqidah. Temuan ini memperkuat bahwa
integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan
meningkatkan pemahaman konseptual siswa secara lebih optimal.

4.4. Sintesis Temuan dan Diskusi Teoretis

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi kebi-
jakan sosial tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya peningkatan efisiensi layanan. Temuan ini me-
nunjukkan bahwa teknologi informasi bersifat tidak netral, karena efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh nilai-
nilai yang melandasi penggunaannya. Dalam konteks institusi pemerintahan, internalisasi nilai-nilai Islam
berfungsi sebagai mekanisme etis yang mengarahkan aparatur agar penggunaan teknologi tetap berorientasi
pada tanggung jawab publik dan kepentingan masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian kebijakan digital dengan menunjukkan bahwa nilai-
nilai Islam tidak hanya berperan sebagai prinsip normatif, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam praktik
tata kelola pemerintahan digital. Temuan ini menantang pendekatan teknokratis yang menempatkan teknologi
sebagai faktor dominan, dengan menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat ditentukan oleh
integrasi antara kapasitas teknologi dan kualitas etika aparatur pemerintah.

4.5. Dimensi Etika Digital Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa etika digital Islam merupakan aspek penting dalam imple-
mentasi kebijakan sosial berbasis teknologi. Nilai amanah berfungsi sebagai prinsip pengendali dalam pen-
gelolaan data publik, sehingga aparatur tidak hanya berfokus pada efisiensi sistem, tetapi juga pada tanggung
jawab moral atas data dan keputusan digital yang diambil. Dalam konteks ini, keamanan data tidak hanya di-
pahami sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai bagian dari kewajiban etis aparatur terhadap masyarakat.

Selain itu, perlindungan privasi yang sejalan dengan prinsip hifz al-mal dan hifz al-‘ird menegaskan
bahwa data masyarakat merupakan hak yang harus dijaga martabat dan keamanannya. Akuntabilitas dalam tata
kelola digital, dengan demikian, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral, di mana setiap tindakan
digital aparatur dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebi-
jakan sosial digital sangat bergantung pada penerapan etika Islam secara konsisten dalam praktik pemerintahan.

5. IMPLIKASI PENELITIAN
5.1. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Informasi Digital

Implementasi teknologi informasi dalam kebijakan sosial berbasis nilai-nilai Islam menunjukkan sis-
tem informasi digital berperan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik.
Oleh karena itu, pimpinan institusi pemerintahan perlu memastikan bahwa investasi teknologi dilakukan se-
cara strategis, mencakup pengembangan infrastruktur digital yang memadai, pembaruan sistem secara berkala,
serta integrasi antarsistem yang solid. Perencanaan manajerial yang tepat dapat memperkuat alur informasi,
meminimalkan kesalahan administratif, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

5.2. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Digital

Temuan penelitian menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pemanfaatan teknologi
informasi di lingkungan pemerintahan. Manajemen organisasi perlu menerapkan prinsip amanah dalam pen-
gelolaan data, keadilan dalam distribusi layanan, serta orientasi kemaslahatan dalam seluruh proses digital.
Untuk itu, institusi pemerintah disarankan menyusun pedoman etika digital yang selaras dengan nilai-nilai
Islam serta memastikan aparatur memahami dan menerapkan prinsip tersebut dalam praktik kerja sehari-hari.

5.3. Pengembangan Kapasitas SDM dan Keamanan Informasi

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi teknologi informasi, seperti
kesenjangan literasi digital, resistensi terhadap teknologi baru, dan isu keamanan data. Implikasi manajerial
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yang perlu dilakukan adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, pen-
ingkatan kompetensi digital aparatur, serta penyediaan dukungan teknis yang memadai. Selain itu, manajemen
perlu menetapkan kebijakan keamanan informasi yang ketat, termasuk pengaturan akses data, perlindungan
sistem, dan prosedur mitigasi risiko, guna menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

5.4. Penguatan Partisipasi Publik dan Layanan Berbasis Data

Penelitian ini juga memberikan implikasi bagi manajer publik untuk mengembangkan strategi ko-
laboratif dalam memahami kebutuhan masyarakat, mengelola aduan secara digital, serta meningkatkan par-
tisipasi publik melalui kanal daring. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemerintah menyedi-
akan layanan berbasis data yang lebih responsif, mempercepat penyesuaian kebijakan, serta meningkatkan
transparansi. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab
sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi kebijakan
sosial di institusi pemerintahan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan, khususnya
ketika digunakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik. Temuan ini mengindi-
kasikan bahwa teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga berperan
dalam mendukung tata kelola kebijakan sosial yang lebih terstruktur dan transparan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian tata kelola Islam dan kebijakan
digital dengan menegaskan bahwa nilai-nilai Islam, seperti amanah, keadilan, dan kemaslahatan, memiliki
peran dalam membimbing pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik pemerintahan. Nilai-nilai tersebut
tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga berkaitan dengan cara aparatur mengelola sistem digital
dan mengambil keputusan dalam implementasi kebijakan sosial. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi
kajian kebijakan publik yang selama ini lebih menekankan aspek teknis dengan memasukkan dimensi etika
sebagai bagian dari tata kelola digital.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih berfokus pada perspektif apara-
tur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan belum sepenuhnya menangkap pandangan penerima kebijakan
sosial sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas caku-
pan area dan jumlah responden, termasuk melibatkan lebih banyak institusi pemerintah dari berbagai jenis
layanan serta kelompok masyarakat penerima kebijakan, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
Selain itu, penelitian mendatang juga perlu menelaah faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi im-
plementasi kebijakan sosial digital, seperti keamanan data, tingkat literasi digital, dan efektivitas pelatihan
teknologi bagi aparatur pemerintah, guna memperdalam pemahaman mengenai tata kelola kebijakan sosial
digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
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